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ABSTRAK :  - bahwa agar perjalanan dinas luar negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, 
efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dan berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, tata cara pelaksanaan perjalanan dinas 
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat 
Lainnya, dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip selektif (yaitu hanya 
untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengam 
penyelenggaraan pemerintahan), Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan 
pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga, Efisiensi dan efektivitas penggunaan 
belanja negara; dan Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas 
khususnya dalam pemberian perintah dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas 

Perjalanan Dinas terdiri atas Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah,  
dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Kementerian Negara/Lembaga, dan Biaya 
Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
Kementerian Negara/ Lembaga/ satuan kerja. 

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, berlaku 
sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan 
Presiden. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan mengenai Perjalanan Dinas yang 
telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga mengikuti ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri ini 

  - Ketentuan mengenai biaya tinggal di hotel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 masih tetap berlaku, 
sepanjang belum diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. 

  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
97/PMK.05/2010, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . 

    - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

    - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 
27 Juli 2015. 

 


